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KATA PENGANTAR

Berdasarkan pengalaman mengajar mata kuliah
FPendidikan Agama Islam di beberapa Perguruan Tinggi
Swasta dan munculnya berbagai masalah tentang perkawinan
siri, perkawinan semalam dan lai-lain vang akhir—-akhir
ini semakin merebak di lingkungan masyarakat, maka
penulis memberanikan diri untuk mengadakan penelitian
literatur mengenal peranan wali dalam perkawinan menurut
Islam, vang hasilnya kami kemas dalam bentuk buku  vang

cangat sederhana ini.

aemoga kajian ind berauna dan bermanfaat  untuk
dijadikan bahwa kajian lebih lanjut, khususnya para
mahasiswa dan peminat kajian masalah-masalabh  keislaman
lainnya. Dan atas segala kekurangan, dengan rendabh hati

penulis mohon maaf yang sebesar—besarnya.

Surabaya, HMei 1996
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Relakang Pemikiran

Kehidupan antara laki-laki dan perempuan sangat
di butuhkan sesuai dengan sunnatullah Fil‘Alam, pihak
mana dimaksud untuk menyalurkan naluri biologis vyang
merupakan fitrah bagi uvmmat manusia dalam kehidupan

sehari—hari, seperti diterangkan dalam al—qur’ an :

T I e, e, s D e )
GTIEI NP A VPt AR T A

“Dijadikan indah pada ( pandangan ) manusia
kecintaan kepada apa yang diingini, dari wanita-
wanita, anak—-anak serta yang banyak dari Jjenis
emas, perak, kuda pilihan, binatang—binatang
ternak dan sawah Iadang.1

Namun walau demikian Allah tidak mengbendaki
manusia bebas lepas tanpa aturan didalam menyalurkan
tututan biologisnya dalam rangka melangsungkan keturu-

nannya, seperti yang ditegaskan dalam Hadits :

YRR LAY 'a"»:)‘(ﬁ—’ P S AT AY
7N A2 e

"Hai golongan pemuda ! apabila diantara - kamu
kuasa untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin,

1. Departemen Agama RI, Al-gqur’an Dan
Terjemahnya., Yaysan Penyelenggara Penterijemah Al-qur’'qgn,
Felita I1I, 1979 / 1980, Surat Al-"Imron, Ayat 14 , hal.
77.
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_ sebab kawin itu leb%h menjaga kepada -mata dan
memelihara kemaluan.<

Hal itu karena mengingat kemulyaan manusia dan
ketinggian derajatnya, sehingga pergaulan manusia laki-
laki dan perempuan diletakkan dibawah aturaniya.

Sehubungan dengan hal tersebut Allah mengadakan
beberapa ketentuan bagi manusia agar dapat menelorkan.
keturunan dan menyalurkan naluri biclogisnya dengan
melalui suatu perkawinan, seperti difirmankan Allah =
}m)‘; Q}Lﬁ éaf’1&>\L’ g% &*?)’\?12/\ "‘U”(£5j=d?4l’.9

_ (v })\ ) C;'¥f¥a>‘¢/ (L;;,,;

"Allah menjadikan bagi kamu istri—-istri dari

jenis kamu sendiri dan dia menjadikan bagian
dari istri-istrimu, anak—anak dan cucu—cucu

-
h Y

serta memberikan rizki dari yang baik-baik"®.-

Diantara persyaratan penting untuk melaksanakan
perkawinan adalah adanya wali. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka agama menetaphkan syarat—-syarat tertentu
tentang sahnya suatu perkawinan serta penulis akan
membahas salabh satu syarat dari syarat-—-syarat tersebut
yvaitu perwalian karena hal tersebut kurang mendapat
perhatian dari masyarakat dan sering terjadi hkekeliruan

dalam praktek, maka dari itu penulis sajikan kajian

2. ps Sha’'any, Subulus Salam, Al Haromaing
Singapura Jiddah, tt., juz III, hal. 109.

S Departemen Agama RI, Op cit,. Surat An Nahl.-.
ayat 72, hal. 41Z.



tentang "FERANAN WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT ISLAM"Y,
untuk menjernihkan peranan wali dalam pernikahan dan
menangkis kesimpangsiuran tentang wali dalam praktek
ditengah—-tengah masyarakat.

Bertolak dari apa yang telah penulis sajikan pada
pembahasan diatas vyaitu kebutuhan manusia terhadap
perkawinan, dimanx wali  adalah viuang ditbutuhkan
didalamnya, maka dengan pembahasan ini penuli=s bertujuan
untuk memperielas kedudubkan wali dalam perkawinan serata
permasa i ahan vang berkaitan dengan perwalian, dan
pernulis  berharap bahwa kajian ini merupakan sumbangan
informasi tentang hal tersebut kepada masyarakat vyang
memer lukannya terutama para mahasiswa, disamping
menambah khasanah kepustakaan nasional khususnya dalam
ragam hukum Islam, walaupun pembahasan ini masih perlu
pendalaman yang lebih jauh sehingga menjadi kajian vyang
lebih sempurna.

B. Tujuan Penelitian / Pembahasan
1. Mengungkap pengertian, persyaratan dan peranan .
wali dalam perkawinan Islam
2. Memberikan penjelasan kepada masyarakat menyangkut
kesalah — pahaman dan kesimpangsiuran tentang
peranan seorang wali dalam perkawinan menurut

Islam.



C. Lingkup Pembahasan

Mengenai linghkup pembahasan risalah ini, penulis
akan membatasi pada masalah—masalah tertentu yang
meliputi =
1. Pengertian Wali
. Persyaratan Wali dan urutanya dalam perkawinan
3. Macam—-macam wali dan beberapa pendapat ulama’ tentang

hal tersebut
4. Perselisian antara wali
%, Ketidak hadiran wali
D. Metodologi

Kajian ini menggunakan metode kepustakaan .
(literatur) dengan jalan studi/Fenelitian terhadap ayat-
ayat Al—Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad serta buku—buku
dan kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan wali

pada umumnyas

¥



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI

A. Pengertian wali

Wali menurut bahasa ialah : setiap orang vyang
mengﬁasai urusan orang lain.?

Jadi setiap orang yang menguasai urusan orang
lain  bisa dikatakan wali seperti ocrang vyang menguasad
hartanya anak vatim.

Sedang kalauw ditinjau dari arti yang lebib umuii,
maka pengertiannya sangat luas sekali seperti yang
dikemukakan oleh Sayyis Sabiq dalam Fighus Sunnahnya,
beliau mengatakan sebagai berikut :

"Wali adalah suatu hak vyang ditetapkan oleh
syara’ untuk menyelesaikan urusan orang laig dengan
secara paksa.5

Dalam pengertian vyang luas ini, seperti vyang
dikemukakan oleh GSayyid Sabiq maka wali dapat dibagi
kepada @

1. Wali khusus.

2. Wali yang umum.

Adapun yang dimaksud oleh wali ( Ferwalian ) vyang

4. Fu'ad Afram Al-Bustany, Munjidud Thullab,
darul Masyriq, Beirut Libanon, tt., hal.841

<« SBayyid Sabiq, Figbu Sunnah. Darul Fikri,
Bairut Libanon, tt., jilid III, hal. 111




khusus ialah perwalian secara langsung, seperti orang
tua menjadi wali bagi anaknya. Juga dikatakan perwalian
yvyang khusus, karena berlaku bagi orang-orang tertentu
dan tidak meliputi masalah yang umum, seperti seorang
ayah mengawinkan anak perempuannya berdasarkan hak
perwaliannysa.

Qelanjutnya, pengertian wali umum ialah seocrang
wali vyang bisa menjadi wali dalam perkara yang umum
celama dalam jangkanan wilayah kekuasaannya, baik dalam
masalh perdata seperti talal, Fujuk dan nikah  serta
perselisihan diantara para wali, atau dalam perkara.
pidana seperti menjatuhkan hukuman bagi orang Yyang
berzina, membunuh dan perbuatan perdata pidana vyang
lain-lain.

Didalam kitam Al-Mahally juga diterangkan bahwa
sulthan mempunyal kekuasaan perwalian vyang disebut
perwalian yang umum. &

Sayyid Sabiq selanjutnya menjelaskan bahwa
perwalian yang khusus itu terbagi menjadi dua :

1. Perwalian terhadap jiwa.

(2. Perwalian terhadap harta.
Adapun perwalian terhadap jiwa, ialah perwalian

yang berhubungan dengan jiwa seseorang seperti dalam

6. p1-Mahally, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad, Al-Mahally.

Darul Fikri, Bairut, tt., Juz III, hal. 228




masalah perkawinan, sebab perkawinan menyangkut Jjiwa.
Sedang perwalian terhadap harta, ialah perwalian vyang
berhubungan dengan masalah harta, seperti walinya anak
yatim vyang diserahi untuk mengurus hartanya, maka dia
menjadi wali anak yatim tersebut hanya dalam masalah
hartanya,7

Sedanga yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah
perwalian terhadap jiwa didalam masalh perkawinan dengan
kata lain vaitu pengertian semacam ini banyak terdapat

didalam Hadits nabi seperti :

SRS g ¥ \4;):‘;5\%;3.:‘)‘ AARAVE

"Perempuan yang kawin tanpa seizin walinya maka
perkawinannya batal”.
(HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi).
Jelaslah bagi kita bahwa wali adalah penunjang
kelestarian dari akad perkawinan, dan berdasarkan Hadits
tersebut diatas dapat pula disimpulkan bahwa suatu
perkawainan merupakan perbuatan hukum. Maka dari dari
itu orang yang menjadi wali harus cakap dan bebas ber-—

tindak agar perkawinan orang yang ada dibawah perwalian-

nya menjadi sah.

7. Sayyid Sabiq, Loc-Cit.

8. Moh. Syarif Sukandi, JTerjemah Bulughul Marom,
FT.AL Ma’arif, Bandung, tt., hal. 36é2




Mengingat pentingnya wali dalam perkawinan, maka
para ulama’ menentukan syarat—syarat bagi orang akan
menjadi wali, tetapi mereka berbeda pendapat dalam
menentukan syarat-syarat tersebut seperti yang diterang-
kanoleh Ibnu Rusdy dan BRidayatul Mujtahid tentang syarat
merjadi wali yang sudah disepakati dan masih dipersilah—
kan oleh para ulama.?

Adapaun syarat-syarat vyang sudah dicepakati
ialabh:

1. Islam, suatu syarat mutlak untuk bisa menjadi
wali bagi orang islam, sedang untuk orang
diluar islam tidak disyaratkan harus islam.
Sabiq menerangkan bahwa orang ang diluar islam
tidak boleh menjadi wali bagi orang islam. 10

Eeliau bersandar kepada firman Allah :

S b’ﬁx‘))u}“ U:_,_,\{.)O o;)\‘).‘_',‘,b-),

"dan Allah tidak akan sekali—-kali memberikan
jalan kepada orang kafir menguasai orang
mu’ min".

2. Akil baligh., seorang wali harus mempeunyai

e o ot (i St o e e Bt P e e e et e it St St

9. Ibnu Rusdy. BRidayatul Mujtahid,., Mustafa Al-
Rabi Al Halaby,., Mesir, juz II, hal. 12, tt.

10. gayyid Sabig, Op.cit..

11. Departemen Agama RI., Al-Qur’ an dan
Ter jemahannya, Yayasan Fenyelenggara FPenterjemah Al-
Qur’an, Pelita I1I1I, 1979/1980, Surat An-Nisa, ayat 141,
hal. 146.




akal sempurna dan haris mencapai usia baligh,
karema orang vyang tolol dan tidak baligh
diaggap tidak cakap bertindak sendiri dalam
lapangan hukum untuk dirinya sendiri apalagi
untuk kepentingan orang lain.

Allah berfirman @

\) Zu\\ ‘U \9 v‘—’w)\‘)}"\

CV‘) )/5\(-’\(9\\'92-’9\; \MJ

"Dan wjilah anak yatim itu sampai mereka cukup
umur untuk kawin, kemudian Jjika menurut
pendapatmu mereka sudah cerdas ( pandai
memelihara hartanya), maka serahkanlah kepada
.mereka harta bendanya”.l!<
Pengarang Anwarut Tarnzil Wa-asrarut Ta'wil
menerangkan bahwa yang dimaksud dengan lafadz
Rusydan diatas, ialah sampainya mereka kepada
usia baligh dengan cara bermimpi yang menge—
luarkan mani atau telah sempuwrna berusia 13

tahun. 13

Laki-laki, hal tersebut didasarkan pada suatu

7

hadits :

g—r’ Féﬁ)\z';}\/: :ﬁ)‘ ?\,» 257 Y

12. Ibid, Surat An-Nisa, Ayat &, hal.l19

13. pl-Raidlawy, Anwarut Tanzil Wa-Asrarut Ta'-—
wil, Saad Bin Nabhan, Surabaya, juz I, hal. 183




"Orang perempuan tidak boleh mengawainkan
sesamanya tidak boleh mengawinkan dirinya
sendiri". 14 |
Akan tetapi Abu Hanifah menyalahi pendapat
mereka diatas, beliau mengatakan, bahwa seo-
reng ibuw  ataw anak perempauan bisa menjadi
wali seperti laki-laki. Demikian diterangkan
aleih Al-Jaziri,td

Adapun  svyarat-syarat yang masih diperselisihkan
ialah =

a. Kemerdekaan

b kecerdasan

c. Keadilan

Untuk 1lebihbh jelasnya tentang perbedaan pendapat
diatas, maka Abu Hanifah berpendapat, bahwa budalk boleh
menjadi wali. Pendapat ini menyalahi kebanyakan pendapat
ulama’ yang mensyaratkan kemerdekaan bagi seorang wali,
sebab seorang budak masih ada hak dengan orang vyang
menguasainya.

Dan mereka berdalil dengan firman Allah

U oY) 6 s s AT p

14. Al-Asgalani, Ibnu Hajar, Bulugbul Maram, Al-
Ma’arif. BRandung, bhal 203,

13. pl-Jaziri, Abdur Rahman, Kitabul Figih., Alal
Madzhabi Al—"arha’'ati, Darul Fikri, Rairut Libanon, tt.,
jilid IV, hal. 26. ’




"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba
sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak
terhadap sesuatupun”.

Pt

Kecerdasan juga menjadi syarat bagi wali, sebab
wali dalam perkawinan dikiaskan pada perwalian bharta
benda. Karema orang yang memiliki harta bendanya apabila
ia sudah cakap bertindak, maka dari itu bagi orang vyang
tidak cakap tidak boleh mengurus harta bendanya dan ia
suapaya diletakkan dibhawah pengampuan  seorang  wali.,
Demikian pendapat Imam Syafii.

Adapun pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malilk,
mereka tidak mensyarathkan kecerdasan bagi seorang wali
karena mereka tidak menyamakan wali dalam nikah dengan
perwalian dalam harta benda,., dengan alasan, orang vyang
meskipun berada di bawah pengampunan masih dianggap
cakap untuk memilih jodoh bagi orang yang dibawah perwa—
liannya dan tetap bisa mengurusi perkawinannya.

Selanjutnay diterangkan oleh pengarang kitab Al-
Mizanul Kubra bahwa Imam Syafii dan Imam Ahmad tidak
memperbolehkan orang fasik menjadi wali, tetapi Imam Abu
Hanifah dan Imam Maliok berpendapat bahwa keadilan

bukanlah suatu syarat untuk menjadi wali.l7

—— — —— —— . e ey s e e St et et e e S

16. Departemen Agama RI., Op.cit., Surat An—Nahl
ayat 75, hal. 413,

17. As—-8Sya‘rani, Al—-Mizanul Kubro, Darul Fikri,
Rairut Libanon, tt., juzll, hal.l09.
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B. Kebutuhan Perkawinan Terhadap Wali

Seperti diketahui bahwa agama memerintahkan
manusia supaya berkeluarga, baik bagi laki-laki maupu
perempuan dengan jalan yang diridloiNya. Karena dalam
perkawinan itu terdapat beberapa hikmah yang merupakan
kepuasan lahir seperti menyalurkan nafsu seksual dan
menyambung sanak lketurunan serta kepuasan batin  vyang
mendatanakan ketenangan terhadap rohani dan  jasmani
sehiingas  mencegabh  timbulnya perzinahan. Sebagaimans
~llan berfirman dakim %i;gﬁr'sj: Ny N -v‘
w3 S o, LD L) LD P G Y S

-

a®? o
"Diantara tanda—tanda kekuasaalNya, ialah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu
sendiri supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadaNya, dan dijadikannya rasa kasih

sayang diantara kamu."18
Hikmah vyang ditunjukkan oleh ayat ini adalah
tetentraman dan rasa kasih sayang diantara seorang
perempuan dan seorang laki-laki didalam suatu perkawi-
nan. Hal itu sudah jelas terasa karena setiap orang vang
selalu membujang dan menghindari perkawinan, maka ia
akan selalu gelisah sebab ia tidak mendapat ketentraman

lahir dan bathin.

Zelain apa yang tersebut diatas, adanya perkawi-~

18. Departemen Agma RI.,.0p cit., Suwrat Ar Rum
ayat 21, hal. 644



nan dapat menjamin stabilitas umum, karena seandainya
orang berpaling dari suatu perkawinan, maka perzinahan
akan terjadi dimana-mana bahhkan akan lebih disukai
orang. FBerangkat dari itu kestabilan masyarakat akan
terombang-ambing dan norma kemasyarakatan akan terlantar
serta kewajiban—kewajiban masyarakat akan terbengkalai.

Didalaimn Hadits Jjuga diterangkan hikmah suatu
perkawinan sebagai berikut :

PR ROADIAY ’o"p);-,,é\;,;/“;, A.SLELINRY

72

“Wahai para pemuda, apabila diantara kamu kuasa

unuk kawin, maka hendaklah kamu kawin, sebab

kawin itu 1ebih menjaga kepada mata dan
memelihara kemaluan®.1?

Hadits ini mengandung hikmah, yaitu menjaga agama
dengan cara menjaga kemaluan aar tidak terjerumus Lkeda-
lam tempat vyang haram. Demikianlah hikmah perkawinan
yvang diterangkan Allah dan Rasul Nya.

Itulah anjuran agama kepada manusia dengan tidak
membedakan antara laki-laki dengan perempuan, namun ntuk
menikmati perkawinan Islam membedalkan kedudukan keduanya
dengan memberikan kekuasaan penuh kepada seorang laki-
laki untuk menentukan sikapnya dan mewujudkan sendiri

kebutuhannya. Berbeda dengan seorang perempuan  vyang

dipandang lemah dan tidak bisa menentukan sikap secara

19. as Shan " ani, Subulus Salam. Al Haramain,
Singapura Jdedda, tt., juz III, Hal.109.
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sempurna karena karena dipengaruhi oleh beberapa faktor
kejiwaan, maka sebeb itu seorang perempaun membutuhkan
wali sebagai wakil dalam mengurus éegala .kebutuhannya
terutama kebutuhan biologisnya.

Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Syyid
Sabig bahwa ulama’-ulama’ yang mensyaratkan adanya wali,
memberikan alasan vyaitu karena perkawinan mempunyai
makesud vang mulia dan tidak terbilang seperti membina
rumahtangga vyang harmonis, sehingga akan menghasilkan
tujuan  perkawinan itu, sedang orang perempuan dianggap
lemah dalam menentukan pilihannya hingga dicegah untuk
menangani sendiri akad perkawinannya.Z0

Dan untuk menentukan perbedaan kedudukan antara
laki-1lzki dan perempuan, baiklah kita kaji Al Qur’an

surat An—-Nisa’ yang berbunyi :

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita,
oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagaian
mareka (laki-laki) atas sebagian vyang lainnya
(wanita)."21

Selanjutnay Al Baidlawi dalam tafsirnya menerang-

kan dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa secorang laki-—

laki adalah pemimpin dari seorang .perempuan karena Allah

20. Sayyid Sabiq, Op cit,., halaman 113XF.

21. Departemen Agama RI.. Op cit. Surat An Nisa’
ayat 34 halaman 123.
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telah mengutamakan orang laki-laki dengan kesempurnaan
ingatannyabaiknya pengurusan terhadap suatu perkara dan
kekuatannya berganda, baik dalam pekerjaan—pekejaan atau
lainnya, maka dari itu kenabian dan kepemimpinan dalam
suatu negara banyak difokukan kepada seorang laki-laki
begitu juga dalam perkawinan.22

Semua yang tertuang diatas adalah mengenal oarng
yang merdeka, sedang bagi hamba sahaya tidak sama dengan
csearang vyang merdeka dalam bertindak untuk mewujudkan
Lemampuannya, baik laki-laki ataupun perempuan karena
masih ada hubungan hak dengan maliknya. Selanjutnya Abu
Ishaq menerangkan bahwa seorang budak laki-laki tidak
boleh kawin tanpa seizin sayyidnya, karena perkawinan
itu mengurangi kerjanya sehingga kepada sayyidnya.
Sedang bagi budak perempuan langsung dikawinkan oleh
tuannya karena perkawinannya termasuk bermanfaat bagi
sayyidnya, hal ini dikiaskan dengan ijarch yang ditanga-
ni langsung oleh orang yang mempunyai barang.23

Begitulah sepintas kilas perbedaan seorang laiki-
laki dan perempuan, yang mereka selalu membutuhkan wali
sebagai wakil dalam segala kebutuhan wali sebagai wakil

dalam segala urusan.

22. m1 Baidlawi, Loc Cit.

23. Asy Syairozi, Abu Ishaq, Al Muhadzdzab, ’Isa
Al Baby Al Halaby, Mesir, tt., Juz II. Hal. 33/36.
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€C. Persyaratan Wali Dalam Perkawinan.

Apabila kita meneliti apa yang telah diterangkan
di atas maka mengertilah kita betapa pentingnya wali
dalam suatu pernikahan bagi seorang perempauan. Namun
apabila kita simak lebih dalam maka akan didapati perbe-
daan ulama—ulama tentang persyaratan wali dalam nikah.
Dan untuk lebih jelasnya baiklah akan penulis terangkan
rerbedaan—perbedaan pendapat ulama tersebut dalam uraian
vang akan datang.

Jumhur ulama’ berpendapat behwa orang perempuan
tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain,
sedang perkawinan yang diakad sendiri tidak syah karena
tanpa wali yang merupakan syarat syahnya perkawinan dan
walilah yang melaksanakan akad perkawinan. Ini pendapat
Imam Syafi’'i, Ahmad dan kebanyakan para ulama.<%Mereka
menggunakan salah satu ayat dalam A1-Gur an :

02 ) LR O (ot S A e e ) s ALY 2D ),
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"Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu habis
“idahnya, maka janganlah kamu (para wali) meng
halangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,
apabila telah dapat kerelaan dari mereka dengan
cara yang baik".<9
Diterangkan oleh Al BRaidlawi, bahwa yang dimaksud
24. gayyid Sabiq, Loc Cit.

23. Departemen Agama RI., Op cit, Surat Al
Bagarah Ayat 232, hal.%6.



dengan larangan tersebut yaitu untuk para wali. Sebab
turunnya ayat diatas berkenaan dengan masalah sahabat
Nabi bernama Ma‘qil bin Yasar vyang mengawinkan
saudarinya dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu
mentolaknya. Setelah perempuan itu selesai menjalankan
"idahnya, maka bekas suaminya datang untuk melamar
kembali dan mengawininya tetapi Ma'qil bin Yasar tidak
mauw menerima lamarannya, padahal sawdarinya menghendaki
urntuk  kembali pada bekas suaminya, sehingga turunlah
avat tersebut diétas.26

Selanjutnya dalam kitab Subulus Salam diterangkan
bahwa oréng perempaun tidak boleh menangani
perkawinannya sendiri, karena seandainya hal itu
terjadi, maka tidak ada artinya bagi wali untuk menolak
perkawinan tersebut, dengan artian walaupun orang
perempuan itu menoclak ia tetap berkuasa untuk
medaksanakan perkawinannya sendiri.

Lebih jauh As Shan’any mengatakan, bahwa Imam
Syafi’i berkata bahwa, "Itulah ayat yang paling jelas
didalam persyaratan wali dalam pernikahan, karena sean-
dainya tidak disyaratkan, maka tidak ada gunanya bagi
wali untuk menolak perkawinan perempuan yang ada dibawah

perwaliannya dan seandainya mereka (wali) tidak mau

26. Al Raidlawi, Op cit, hal. 107.
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untuk mengawinkannya, maka orang perempuan itu berhak
mengawinkan dirinya sendiri".27

Ayat kedua yang dijadikan dasar oleh kebanyakan
umat didalam mensyaratkan adanya wali dalam suatu
perkawinan adalah firman Allah dalam surat An Nur ayat

32 yang bunyinya :

. . LY .
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"Dan kawinkanlah orang—orang yang sendirian
diantara kamu dan orang—orang yang layak
(berkawin) dari hamba—hambamu, yang laki-laki
atau perempuan".28

Dalam”m%erdapat perintah mengawinkannya » perintah

. -—

itu ditunjukkan kepada para wali dan para tuan hambasa—

haya. Maka karena orang yanag mendapat perintah itu para

wali dan ﬁ?a malik, berarti orang yang mendaptkaﬁ perin-—

tah itu dan yang berhak untuk menjalankan. perintah,

hanyalaﬁ mereka dan mereka yang wajib menjalankannya

dengan jalan mengawinkan oraﬁg—orang‘yang ada dibawah
perwaliannya dengan laki-laki yangvbaik. Hal ini diter-—
angkan oleh pengarang kitab Anwarua Tanzil. wa Asrarut
Ta'wil.2?

Ada juga hadits yang dipegangi oleh kebanyakan

para Ulama didalam mensyaratkan adanya wali dalam per-—

27. ps Shan‘any, Op _cit. hal. 120.

28. Dpepartemen Agama RI., Op cit, Surat An Nuyr
ayat 32, halaman 549.

29. Al Raidlawi, Op cit, juz II, hal.99.
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kawinan seperti hadits yang datang dari Abi Musa ber-—

bunyi : E:QGJWY‘ z}g K/

Tidak syah perkawinan itu kecuali dengan adanya
wali, 30

Hadits tersebut menunjukkan bahwa perkawinan
tidak sah kecuali dengan tanpa adanya wali, hal ini
ditunjukkan oleh lafadz Laa Nikaaha yang berarti menia-—
dakan keabsahan suatu perkawinan, karena arti asal dari
kata " Laa" ialah meniadakan keseluruhan bukam  berarti
meniadakan kesempurnaan perkawinan seperti yang difatwa-—
kan oleh sebagian uwlama. Jadi lafadz Laa Nikaaha diatas
tidak diartikan dengan "tidak ada kesempuwrnaan bagi
perkawinan tanpa wali", tetapi arti vyang sebenarnya
menurut Ashshon’any " tidak sah suatu perkawinan tanpa
adanya walif.

Hadits vyang selain digunakan oleh kebanyakan

ulama yaitu hadits yang berbunyi:

\4}~,ﬁ)‘bw,rL%Z}Jé>x<)‘ij)"‘ l;lrlyzg;iF >/

"Orang perempuan tidak dapat mengawinkan
5esamanya{ juga tidak dapat mengawinkan dirinya
sendiri” .-

Kedua hadits diatas menunjukkan bahwa orang

perempuan secara mutlak tidak boleh mengawinkan dirinya

e e e e s St e o e S T S o S S S

30. As Shan‘any, Op cit, hal.1i7.

ol

1. aAsh-shan’any, Op cit., hal. 117



sendiri atau orang lain baik mengijab atau menggabul,
sama saja seizin walinya atau tidak.

Itulah sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh
kebanyakan para ulama vyang mensyaratkan wali dalam
perkawinan.32

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa ulama yang tidak
mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan ialah Abu
Hanifah dan Abu Yusuf beserta pengikut—-pengikutnva dan
mereka berpendat bahwa perempuan yang sudah agil baligh
mempunyal hak ﬁengawinkan dirinya sendiri baik perawan
atau janda dan bagi wali ashipnya tidak berhak mengha-
lang—halangi perkawinannya kecuali orang perempuan
tersebut kawain dengan laki-laki vyang tidak memakai
maskawain yang umum atau tidak sebanding dengannya,
sedang orang perempauan yang kawin dengan seorang laki-
laki vyang tidak sebanding dengan tidak disetujui oleh
walinya maka perkawinannya tidak sah.

Fendapat ini banyak dipegangi karena mempunyai
alasan yang kuat; yaitu tidak setiap wali dapat mengadu-—
kan perkaranya kepada hakim dan tidak setiap hakim dapat
memutuskannya dengan adil maka dari itu mereka berfatwa
untuk menghindari terjadinya pertentangan.

Tetapi jika perempuan kawin dengan laki-laki yang

32. 1 b i d, Halaman 120.
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sebanding dan ia tidak membanyar mahar mitsil yang umum
maka perkawinannya boleh terus berlangsung asal seizin
walinya dan apabila wali menolak kehadiran laki-laki
tersebut maka perkawinan itu boleh diajukan pembatalan
kepada hakim.

Selanjutnya Sayyid Sabiq menerangkan bahwa keb-
eradaan perempuan diatas jika ia mempunyai wali ashib,
lain halnya dengan seorang perempuan yang tidak mempun-—
vai wali ashib, diéini Abia Fanifah dan Abu Yusuf berfat-
wa bagi perempuan itu tidak ada yang berhak menghalangi-
nya, sama saja ia memilih laki-laki yang sebanding atau
tidak baik dengan memakai mahar mitsi atau tidak sebab
ia berhak menentukan sepenuhnya, hanya apabila masih ada
wali walaupun bukan wali ashib sebaiknya ia menyerahkan
akad nikahnya kepada wali tersebut .=

Untuk lebih mendalami fatwa Abu Hanifah dan
pengikutnya itu maka penulis akan mengajukan sebagian
dalil vyang digunakan oleh mereka. Adapun dalil vyang

digunakan ialah Firman Allah :

05 \’/)é@&w i @) 42 Yo b oL

33. gayyid Sabiq, Op cit., hal.113 - 114
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Dan jika suami mentalaknya (sesudah talak vyang
kedua) maka perempuan itu tidak bhalal 1lagi baginya
34

sehingga ia kawin dengan laki-laki lain.

Sedangkan ayat lain yang digunakan oleh golongan

Hmafiah ialah firman Allah . - R
\“,),,‘\..')\’ 22
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“Dan apabila kamu mentalak istri—istrimu, lalu
habis masa ‘iddahnya, maka janganlah kamu ( para
wali menghaiéngi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya)" .=~

D&lam tedua ayat tersebut kata-kata kawin

disandar kepada orang perempuan, bukan kepada wali,
sehingga menunjukkan bahwa orang perempuan sah menangani
perkawinannya.

Dan juga padaayat lain yang digunakan Abu Hanifah

dan pengikutnya dalam tidak mensyaratkan wali dalam

suatu perkawinan, ayat tersebut ialab :
* ] "\‘ . ) J N -\ -
Cr o R uu)wu;'(}x_/\ﬁ 752 2

"Maka tidak dosa bagimu ( para wali ) membiarkan
mereka _berbuat terhadap mereka menurut yang
patut."éb

— —— —— e

34. pepartemen Agama RI., Op Cit.. Surat Al
Bagarah ayat 23, hal. 356.

35%. 1 b i d., ayat. 232.

36. 1 b i d, ayat, hal. 57.



Yang dapat difahami dari ayat tersebut ialah
mencegah para wali agar jangan menyalahkan perempuan
berbuat sesuatu dengan tanpa perantaraan wali, maka dari
dlahirnya ayat ini dapat dimengerti bahwa orang
perempuan boleh menangani akadnya sendiri. Demikian
diterangkan oleh Ibnu Rusy dalam kitabnya.37

Fengarang kitab Al-Fighu "Alal Madzhabil Arba ati

menerangkan bahwa ulama’-ulama Hanafiyah terhadap Hadits
yang nyata-nyata mensyaratkan adanya wali didalam
dlahirnya, mereka mengatakan bahwa Hadits tersebut

khusus bagi orang perempuan yang tidak cakap bertindak
sendiri hai itu memang sudah mencocoki pada kaidah umum
bahwa orang yang tidak cakap, tidak boleh bertindak
sendiri dalam suatu perjanjian, sedang nikah adalah
termasuk dalam jenis perjanjian seperti jual beli. Dan
kita sudah sama-sama tahu bahwa seorang petrempuan Yang
cakap, bebas berperjanjian jual beli, dan kalau begitu
akad nikah itu disamakan dengan akad-akad yang lainnya
karena ditinjau dari sama-sama akadnya. Dan Jjika ada
suatu nash yang menyalahi giyas tersebut maka wajiblah

nash itu ditaksis.

37. ibnu Rusydy, Op cit., hal.lZ2
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"Orang perempuan tidak  dapat mengawinkan
sesamanya _dan tidak dapat mengawinkan dirinya
sendiri.">8
Menurut golongan Hanafiyah maksud dari pada
Hadits tersebut diatas dita‘wil dengan arti, bahwa orang
perempuan yang sudah baligh tidak beoleh mengawinkan
perempuan yang masih kecil yang mempunyai wali ashib.
Dalam hal ini wali ashib tersebut harus didahulukan dari
perempuan tadi atau bisa diartikan, bahwa orang
perempuan yang belum cukup umur tidak boleh mengawinkan
sesamanya. Selanjutnya mereka membahas tentang lafad:z
Al-Mar'u dengan eartian perempuan vyang belum dewasa,
karena kata Al-Mar‘u itu sekalipun berbentuk jama’ yang
dapat mencakup kepada semua perempuan baik dewasa atau
masih dibawah umur, tetapi apa vang dimaksud dalam
Hadits ini ialah perempuan yang belum dewasa dengan
pertimbangan perempuan yang sudah dewasa dapat
mengadakan perjanjian sendiri termasuk perjanjian akad
nikah.
Sedang ulama’® jumhur membedakan antara kedua akad
diatas, karena mengingat bahwa orang perempuan yang -
tidak pernah bergaul dengan laki-laki dikhawatirkan

terbujuk oleh laki-laki yang tidak sederajat dengannya
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38. Al-Asqalany, Ibnu Hajar, Loc _cit.



dan akan merugikannya, maka dari itu patutlah apabila
mereka melarang melaksanakannya sendiri akad
pernikahannya.

Ferkataan Jjumbur ilama’ diatas dijawab oleh

golongan Hanafiyah dengan dua pertimbangan :

Pertama : Mereka mensyaratkan sebanding antara
kedua belah pihak, Jjustru itu bila
seorang perempuan mengawinkan dirinya
sendiri dengan laki-laki vyang tidak
sebanding, maka bagi walinya berhak
menuntut penggagalan perkawinan

tersebut.

Kedua : Mereka menentukan, bahwa bagi mereka
perempuan harus pintar dan tidak
dibawah pengampunan , sehingga dia

sendiri berhak untuk bertindak didalam
akad-akadnya, karena dia sudah bisa
mempertimbangkan segalanya sehingga ia
terhindar dari kerugian.
Jelasnya, Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya
mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli dengan
dengan titik persamaan sama—sama akad.>?

Selanjutnya jawaban golongan ulama’ Hanafiyah

39. Al-Jaziri, Abd. Rahman, Op cit., hal.46.



terhadap dalil Al-qur'an yang digunakan oleh jumhur
ulama’ dalam mensyaratkan wali didalam suatu pernikahan,

yang berbunyi sebagai berikut :

b O o\ N o2 [ f"‘*" >,
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"Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu
habis masa ‘iddahnya, maka janganlah kamu ( para
wali ) menghalangi mereka kawin lagi dengan
suaminya."

Adalah bahwa larangan vang ada dalam ayat
tersebut dituukan kepada suami vang telah mentalak
iﬂtrinya karené didalam ayat tersebut dimulai dengan
lafadz "Waidza thallag tum" yang berarti "apabila kamu
mentalak",. jadi pengertian dari yat tersebut adalah,
apabila kamu sekalian mentalak istri-istrimu, maka
jangnlah sekali-kali kamu mencegah mereka kawin dengan
laki-laki lain selain kamu, baik dengan cara mengancam
kepada mereka atau mengancam kepada orang vyang akan
mengawini mereka.

Ada Jjuga kemungkinan kata ulama’ Hanafiyah,
larangna itu diperuntukkan kepada seluruh muslimin
dengan pengertian "Apabila mereka ( kaum muslimin )
mentalak istri-istrinya, maka mereka tidak boleh

mencegah bekas istrinya untuk bersuami kembali atau

mencegah bekas suaminya untuk kembali kepada otrang

40. Departemen Agama RI., Loc cit.



perempuan tersebut, baik cegahan itu datang dari
kerabatnya atau dari orang luar.

Disamping itu dalam ayat-ayat tidak terdapat
kata-kata vyang menunjukkan bahwa kerabat prempuan itu
mempunyai hak untuk wmenjadi wali, akan tetapi ayat
tersebut menunjukkan larangan untuk mencegah adanya
perkawinan, serta larangna ini tidak menunjukkan pada
adanya kekuasaan perwalian, maelainkan larangan itu
menunjukkan bahwa orang perempuan itu lemah. Demikian
keterangan oleh Al Jazir. %1

7<‘ Selanjutnya diterangkan tentang fatwa Imam Malik
yang mengétakan bahwa wali menjadi syarat bagi
perkawinannya perempuan yang mempunyai kemulvyaan dan
harta benda, yang mana itu memang disenengi oleh laki-
laki, tetapi bagi perempuan yang tidak mempLiryead
kemulyaan dan harta benda., tidak diwajiblan wali
baginya, dengan pertimbangan tidak ada sesuatu Y ang
dapat di harapkan darinya.42

Adapun sebab-sehahb perbedaan ulama’ dalam
mensyaratkan atau tidaknya wali dalam suatu perkawinan
disebabkan tidak adanya ayat atau hadits yang nyata-—
nyata menunjukkan hal tersebut, adapun ayat—-ayat atau

4l- Ay Jaziri, Abd. Rahman, Op cit., hal. 47

o . . .
42 pe Sya’'roni, Loc cit.



hadits—hadits vyang dibuat dasar cleh ulama’ulama vyang
mensyaratkan wali dalam pernikahan atau yang tidak
mensyaratkannya masih mengandung beberapa kemungkinan
dikarenakan dhohir yang lainnya. Misalnya saja ayat yang
dibuat pedoman oleh jumhurul ulama dalam mensyaratkan
wali nikah, ayat tersebut tidak 1lebih dari larangan
Lerabat orang perempuan untuk kawin lagi dengan laki-
lzki lain. Dan tidak memberi pengertian disyaratkannya
izin dari kerabat tersebut; begitu juga dengan dalil-
dalil yang lain;

Kemungkinan lain juga terdapat dalam ayat vyang
dibuat ﬁedoman oleh golongan Hanafi’ah dalam
mentidaksyaratkannya wali dalam pernikahan, kemungkinan
itu adalah dalam ayat tersebtu tidak nyata—-nyata
menunjukkan bahwa wali tidak disyaratkan dalam nikah,
karena lafadz "HATTA TANKIHA" mungkin dengan perantaraan
wali dan  juga tidak menunjukkan bahwa bagi orang
perempuan melaksanakan agad perkawinannya dengan tana
wakil wali.

Diantara pendapat—pendapat diatasmenurut penulis
vang terkuat adalah pendapat Jjumbur ulama’ yang
mensyaratkan wali dalam pernikahan, mengingat suatu
pernikahan tidak akan tercapai segala tujuwannya, vyang
mana perkawinan mempunyai beberepa tujuan, antara lain

untuk menenangkan jiwa seperti yang di Firmankan Allah :
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“"Diantara tanda—-tanda kekuasaanhNya, dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu
kasih sayang.""~

Dan juga disebutkan dalam Hadits tentang sebagian
tujuan perkawinan, yang berbunyi : ’
. ‘ oy ! ' - - \ . N -~ \‘ \ f“>‘) ~
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"Wahai para pemuda, bila diantara kamu ada vyang
mampu untuk kawin maka hendaklah engkau kawin
karena nanti matanya akan 1lebih terjaga dan
kemaluannya akan lebih terpelihara.4
Berangkat dari itu, apabila dari suatu perkawinan
mendapat kesepakatan para wali dan restunya, maka
terciptalah ketenangan dan jagalah mata serta kemaluan
dari berbuat maksiat, sebab seandainya tanpa wali
ketenangan tidak akan tercapai dalam mengarungi
kehidupan rumah tangga. Hal ini sudah banyak kita lihat
dan kita dengar adanya kawin lari yang hal ini akan
berakibat rusak dikalangan masyarakat karena tidak ada
kata sepakat diantara kedua belah pihak. Ferlu diingat
walaupun golongan Hanafi'ah dengan tandas tidak

mensyaratkan wali dalam pernikahan, tapi mereka berfatwa

bahwa sebaiknya dalam pernikahan itu ada wali sebagai

4%. Departemen Agama RI., Loc cit.

44. Ash-Sha’'any, Loc cit.



kesempurnaan dan untuk menjaga pandangan negatif dari

orang—orang disekitarnya.



BAR III
PERMASAL AHAN

WALI DIDALAM PERKAWINAN

A. Macam—macam Wali Didalam Perkawinan.
i. Wali ditinjau dari kekuasaannya

Setelah kita mengetahui peran wali didalam suatu
perkawinan dan kebutuban perempuan terhadap wali sebagai
wakil Yaing akan menangani perkawinannya, agarma
memberikan kekuasaan pada wali untuk mengawinkan
perempuan yang.ada dalam perwaliannya, tetapi bilamans
memandang kedudukan perempuan—perempuan itu, maka antara
wali vang satu dengan wali yang lain tidak sama dalam
Ledudukannya. Migalnya seseorang perempuan beleh
dikawinkan oleh secrang wali tanpa izinnya dan seorang
perempuan tidak boleh dikawinkan oleh seorang wali tanpa
izinnvya.

Selanjutnya diterangakan dalam kitab Fighi Alal
Madzhibil Arba‘ati, Jjika menilik dari segi kehkuasaan
wali terhadap seorang perempuan, maka wali dapat dibagi
menjadi dua :

&K Nali.Mujbif, yaitu wali yang dapat mengawinkan

perempuén yang ada dibawah kekuasaannya atau
perwaliannya tanpa harus meminta izin.

b, Wali Ghairumujibir, vyaitu wali vyang tidak

mempunyai hak untuk mengawinkan perempuan yang

31
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ada dibawah perwaliannya tanpa meminta izin
kepadanya.

Fembagian diatas menurut jumhurul ulama’ yang
mensyaratkan adanya wali dalam perkawianan, tetapi
mereka berbeda pendapat didalam menetukan orang yang
termasuk dalam katagori wali mujbir atau ghoirumujbir,
untuk lebih jelas akan penulis uraikan pendapat ulama’
tentang wali mujbir, dalam uwraian berikut ini.

Menurut golongan Malikiyah, wali mujbir itu
adalah :

1. Ayah, disini ulama’ Malikiyah tidak menganggap

Eakek sebagai wali mujbir.

2. Orang yang diwasiati oleh ayah untuk
mengawinkan anak perempuannya karena itu dia
berkuasa dia berkuasa sebagai wali
mujbirsepeninggalnya ayah tersebut, dengan

catatan ayah itu tersebut menegaskan bahwa di

berwasiat Lepadanya untuk mengawinkannya,
berarti dia mempunyai hak memaksa dalam
mengawinkan perempuan yang ada dibawah
perwaliannya sebagai jalan wasiat. Tetapi

masih ada syarat lain bagi washi tesebut,
yaitu dia harus mengawinkan dengan memakai
maskawin yang umum dan dengan laki-laki vyang

baik dan seandainya ayah perempuan itu sudah
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menentukan pilihannya, maka bagi wali washi
harus mengawinkan perempuan itu dengan laki-
laki pilihan ayahnya.

Lain 1lagi kalau dalam wasiat ayah tersebut
terdapat kekaburan, seperti ayah mengatakan
kepada orang yang diwasiati "Kamu adalah orang

yang diwasiati saya atas anak perempuan saya",

dizinpi ayah tidak menyebutkan tujuan wasiat
tersebut.
3. Seocrang yang menguasai budak, dia berhak

mengawinkan budak perempuannya denga secara
baksa.45
Selanjutnya ulama’ Maliki menyebutkan, bahwa wali
mujbir dapat mengawinkan orang-orang sebagai berikut 146
1. Qrang perempuan yang masih dibawah umur, baik
ia masih perawan atau janda.
2. Perempuan vyang kurang waras, sama saja ia
sudah baligh atau belum.
Lebih lanjut diterangkan, apabila orang perempuan
yang kurang waras itu berlangsung terus menerus, maka
walinya mempunyai hak untuk memaksa, baik ia perawan

43. Abd. Rahman Al Jaziri, Al Fighu Alal
Madzahibil Arbb’ati, darul Fikri, Beirut, tt, jilid IV
hal. 29

46. 1 b i d, hal. 33



atau sudah janda. Namun apabila ediotnya +tidak terus
menerus maka bagi walinya tidak boleh mengawinkan
kecuali mendapat izin dari dia ketika ia sedang sempurna
akalnya.

3. Perempuan yang masih perawan yang sehat akal
vang sudah dewasa kecuali bagi perempuan vyang
sudah dinyatakan bebas bertindak sendiri, maka
hagi walinya tidak dapat memalksakan
kehendaknya kendati dia masih perawan.

Sorang ayah berhak memaksakan perawan dengan
laki-laki pilihannya sama saja ia sebanding atau tidak,
asal Saja'ia tidak dikawinkan dengan laki-laki impoten
atau mempunyai penyakit belang atau dengan laki-laki
vang sudah dikebiri, tak lupa juga laki-laki budak sebab
akan dirugikan kepada perempuan yang hendak dikawinkan.
Falau seandainya ayah memksa dengan seorang vanag
tersebut diatas maka ia berhak untuk mengajukan
pembatalan perkawinannya. Sedang perbedaan antara hak
wali mujbir bagi ayah dan bagi orang yang diwasiati ayah
adalah, bagi ayah mutlak bioleh mengawinkan perempuan
dibawah perwaliannya. Baik ia laki-laki itu fasik atau
maskawinnya kurang darii mahar mitsil. Tetapi bagi washi
tidak boleh mengawinkan dengan seseorang yang fasik dan

maskawinnya kurang dari mahar mistil.

4. Anak laki-laki yang terus menerus kurang akal,
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sebagal wali muibir ia berhak mengawinkan anak
tersebut dengan paksa jika ia mengawatirkan

jatuh kelembah zina atau terjerumus kedalam

bahaya lain hal man perkawinan adalah
merupakan jalan keluar yang dapat
menyelamatkannya. Bagi hakim berhak juga

mengawinkan anak tersebut jika tidak mempunyai
wali,

. Anak laki-laki yanag masih kecil sebagai wali
mujbif berhak mengawinkan anak tersebut demi
kemaslahatannya seperti mengawinkannya dengan
perempuan yang mempunyai kemulyaan dan
kekayaan.

Selnjutnya ulama’ Maliki menerangkan bahwa wali
ghairu muibir ialah selain orang-crang yang tersebut
diatas, mereka berhak mengawinkan perempuan yang dibawah
perwaliannya denga catatan ia tidak boleh memaksa dalam
segala keadaan, apabila ia terpaksa mengawinkan dengan
cara memaksa, maka perkawinannya akan selalu terancam
kebatalannya.

Menurut ulama’® Malikiyah, wali ghairu mujbir
hanya dapat mengawinkan perempuan yang sudah dewasa dan
berakal normal sepanjang mendapat izin darinya,
begitulah pendapat golongan Malikiyah tentang wali

mujbir dan ghairu mujbir dalam perkawinan.



Sedang menurut ulama’ Hanafiyah, semua wali itu
adalah mujbir, tetapi mereka memberi batasan tentang
kemujbirannya terhadap orang vyang. berada dibawah
perwaliannya sebagai berikut :

a. Khusus bagi anak kecil, baik laki-laki atau
perempuan samasaja masih perawan atau sudah
janda.

b. Khusus bagi anak yang huarang normal  akalnya
baik ia laki—laki atau perempuan.

Ayvah atéu kakek boleh mengawinkan apabila tidak
ada anak laki—-laki dari perempuan tersebut, tetapi kalau
ada anak laki=laki maka bagi ayah atau kakek tidak boleh
mengawinkannya karena orang yang berhak mengawinkan
adalah anak tersebut sebab menurut golongan hanafiyah
anak laki—-laki didahulukan dari pada ayah dalam
perwaliannya.47

Jika ayah atau kakek mengawinkan perempuan yang
ada dibawah perwaliannya yang masih kecil, baik janda
ataupun perewan, maka anak perempuan tersebut berhak
khiyar setelah ia dewasa, dengan syarat harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut ;48

&. Ayah atau kakek sebelum dilangsungkannya

47. 1 b i d, hal. 29

48. 1 b i d, hal. 30



perkawinan tidak tergolong orang vyang Jjelek
pilihannya.

b. Ayah atau kakek pada waktu mengawinkannya
tidak dalam keadaan mabuk, sehingga tidak
menghawatirkan keliru mengawinkan dengan
seorang laki-laki yang tidak sebanding. dengan
mahar mistil yang kurang dari ukwwan minimal

atau dengan laki-laki yang pasik.

Eila ayah atau kakelk terkenal orang vang
berselera rendah dalam pemilihan jodoh sebelum
dilangsungkannya akad perkawianan, kemudian ia

mengawinkan dengan laki-laki vang tidak sederajat atau
fasik, maka perkawinannya tidak sah dan perempuan
tersebut berhak mengajukan khivyar setelah ia dewasa.
tetapi apabila kakek atau ayah tidak terkenal sebagsai
orang yang berselera rendah, maka perkawinannya sah dan
perempuan itu tidak berhak khiyar setelah dewaéa, karena
sebelum dilangsungkannya perkawinan telah diketahui,
bahwa kakek atau ayah tersebut termasuk orang vyang
berseler rendah dalam pemilihan jodoh untuk orang yang
berada dibawah perwaliannya.

Jika sebelum perkawinan ayah atau kakek terkenal
orang yang berselera rendah dalam pilibhannya, lalu ia
mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya

dengan laki-laki vyang sederajat atau dengan maskawin
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yang umum maka perkawinannya tetap sah dan perempuan itu
tidak mempunyai hak khiyar setelah ia dewasa. Begitu
pula Jjuga bhalnya dengan seorang ayah atau kakek vyang
sedang mabuk, bila ia mengawinkan perempuan yang berada
dibawah perwaliannya dengan laki-laki vyang sebanding
atau dengan memakai mahar mitsil yang umum, maka
perkawiannya  tetap sah dan hilanglah hak  khiyar bagi
nevenpuan tersebut setelah ia dewasa karena semua  itu
tidak akan merugikannya. Disini sudah Jelas bahwa,
apabila yang mengawinkan itu ayah atau kakek bagi
perempuan yang berada dibawah perwaliannya itu disoroti
akibat dari tindakan tersebut.

Selain dari pada apa vyang tersebut diatas,
apabila vyang menjadi bukan ayah atau kakek, lalu ia
mengawinkan dengan laki-laki yang tidak sebanding atau
demgan mahar mitsil vyang tidak semestinya, maka
perktawinannya tetap sah, tetapi hak khiyar setelah ia
dewasa ada padanvya.

Sedang perempuan dewasa yang kurang normal hal
mana ketidaknormalannya terusmenerus, jika ia dikawinkan
pleh ayahnya maka ia tidak berhak khiyar setelah ia
normal kembali apabila ayah atau anaknya tidak terkenal
orang yang rendah selera didalam memilih jodoh. Dan jika
hal ini terjadi sebelum perkawinan ayah atau anaknya

terkenal orang vyang jelek pilibannya maka 1ia berhak



khiyar seperti keterangan vyang sudah lewat.

Selanjutnya apabila yang mengawinkan perempuan
vang tidak terkenal terus—menerus itu selain ayah atau
anaknya, maka dalam keadaan bagaimanapun setelah ia
normal kembali berhak khiyar, baik dikawinkan dengan
laki-laki vyang sederajat atau tidak. Tetapi apabila

ketidaknormalannya tidak terus-—-menerus, maka bagi wali

apabila & hendak  mengawinbkaniyéa harus mEnunagu
kenaormalannya  kembali guna minta izin darinya. Begitu
juga halnya dengan anak laki-laki yang

ketidaknormalannya terus-menerus, maka apabila hendak

dikawinkan tanpa harus minta izin darinya, tetapi

apabila ketidaknormalannya tidak berlangsung terus—
menerus, wajiblah bagi wali menunggu kenormalannya
kembali.

Sedang golongan Syafi’iyah memberikan perincian
lain tentang wali mujbir dan ghairu mujibir sebagai
berikut

— Wali Mujbir.

1. Ayah, disini mempunyai kekuasaan mutlak.
2. Kakek, walaupun garis lencang keatas.
3. Malikul Abdi.47
Adapun orang-orang vyang dapat dikawinkan oleh

49. a1 Jaziry, Abd. Rahman, Loc cit.



wali mujbir ialah :

1. Anak perempuan yang masih kecil.

2. Anak yang kurang normal, baik ia dewasa atau
belum.

3. Anak perawan yang sudah dewasa dan normal ,
tetapi harus memenuhi syarat-svarat sebagai
berikut :

a. Tidak ada pormusuhan antarz perempuan dan
walinya.

b. Diantara perempuan itu dan bakal suaminya
tidak ada permusuhan yang nyata, baik
permusuhan vyang secara terang dan samar
yang sudah terkenal dikalangan masyarakat
luas.

c. Suaminya harus sederajat.

d. 8i suami harus tergolong orang yang mampu
untuk dan kuat untuk membayar maskawin.

Keempat syarat diatas sebagai syarat mutlak
sahnya suatu akad perkawinan dan seandainya salah satu
syarat diatas tidak terpenuhi diluar persetujuan pihak
perempuan, maka perkawinannya batal.

Sebagai syarat tambahan bagi berlangsungnya suatu
perkawinan agar seorang wali dapat melaksanakan
perkawinan walaupun ini bukan syarat mutlak, tetapi

apabila tidak terpenuhi salah satu syarat dari syarat-—
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syarat akan datang, maka bagi wali berdosa, walaupun
perkawinannya tetap dihukumi sah. Sedang syarat—syarat
itu adalah :

. Wali yang akan mengawinkan perempuan itu harus
memakal mahar mistil.

b. Yang menjadi maskawin harus uang tunai vyang
herlaku di regaranya kecuali apabhila sudah
biasa mengouniakan maskawin yang tidak berupa
uandg.

c. Maskawin harus kontan, kecuali sudah biasa
tidak kontan, dan juga boleh bagi wali
mengawinkan dengan maskawin yang tidak kontan
walaupun tidak direstui oleh perempuan vyang
berada dibawah perwaliannya.

Eila sudah dipenuhi semua syarat—syarat diatas,
maka hak paksa ada pada wali, baik terhadap anak vyang
masih kecil atau sudabh dewasa sama saja yang normal atau
tidak normal, tetapi walaupun bagi wali mempunyai hak
untuk memaksa namun dianjurkan untuk meminta izin
terlebih dahulu terhadap perempuan yang berada dibawah
perwaliannya yang hendak dikawinkan.

- Wali Ghairu Mujbir, yaitu wali selain vyang

tersebut diatas, baik wali yang bisa menerima
ashabah, seperti saudara atau wali vyang umum

seperti hakim, mu’tig dan sulthal. Semua itu



tidak boleh mengawinkan perempuan yang berada
dibawah perwaliannya kecuali dengan seizin
perempuan tersebut; sedang tanda bahwa ia
mengizinkannya bagi seorang gadis cukup apabila
waktu ditanya ia diam tanpa menjawab sepanjang
tidak ada tanda—-tanda yang menunjukkan bahwa ia
menclal . Hal tersebut apabila maskawinnya
berupa mahar misti] pada umumnya darn berupa
wang tunai yang berlaku dinegaranya, tetapi
bila maskawinnya dibawak ukuran umum dan
bukanuang tunai yang berlaku di negaranya, maka
harus ada izin tegas dari perempuan tersebut.
Demikian diterangkan oleh Al Jaziri,>Q
Selain dari tiga golongan madzhab diatas, ulama’
Hanabilah Jjuga menganjurkan orang yang berhak menjadi
wali mujbir dan ghairu mujbir.
- Wali Mujbir.
1. Ayah.
2. Orang yang diwasiati ayah, baik calon
suaminya ditentukan oleh ayah atau tidak.
X. Hakim, ' dia dapat mengawinkan dengan paksa
apabila terdapat kebutuhan yang mendesak dan

mendorong adanya perkawinan dengan catatan

%0. 1 b i d, hal. 35
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bila tidak ada ayah atau orang yang
diwasiati ayah.51
Selanjutnya perempuan yang dapat dikawinkan oleh
tiga wali mujbir diatas sebagai berikut :
1. Anak perempuan yang belum mencapai umur
sembilan tahun, baik perawan atau janda.

Sedang untuk perempuar yanmg  sudah bherumar
wemizi lar tehun dan i@ jenda, maka basi  wali
tidalk  bsrhak untuk memaksa dan apahila
hendak akan mengawinkan harus minta izin
kepada anak tersebut.

2. Ferawan vyang sudah dewasa, baik ia normal
atau tidak normal, bagi walinya berhak untuk
mengawinkan dia dengan paksa bersama laki-
laki pilihannya. lain halnya apabila
rerempuan tersebut oleh walinya dikawinkan
dengan laki-laki yang mempunyai cacat baik
cacat mental atau cacat badaniah.

= Wali Ghairu Mujbir, yaitu wali vyang selain

tersebut diatas, wali ini tidak dapat
mengawinkan orang perempuan dengan paksa dan ia
harus minta izin terlebih dahulu kepada
perempuan yang akan dikawinkannya, jika

Sl Jaziry, Abd. Rahman, Loc cit.
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perempuan itu sudah sempurna akalnya atau sudah
berumur sembilan tabhun, dan kalau belum berumur
sembilan tahun atau tidak normal yang
berlangsung terus—menerus, maka bagi wali
ghairu mujbir itu tidak berhak mengawinkannya.
Dan apabila ada hajat vyang mendesak maka
nakimlah vang berhak  mengawinkannya sebab
golongan Hanmabilah ltidak memberi hak bagli wala
untuk mengavintan perempuan yang belum berumur
sembilén tahun atau terus-menerus tidak normal,
karena mercka menganggap bahwa izin dari

ﬁeduanya tidaklah sah.92

2. Wali Ditinjau Dari BRermacam—macamnya Perempuan.

Diatas telah kita ketahui, bahwa wali ditinjau
kekuasaanya terhadap orang perempuan yang ada didalam
perwaliannya terhadap beberapa pendapat, namun bila kita
melihat wali dari cegi bermscam—macamnya perempuan yang
membutuhkannya, maka akan kita temui keaneka ragaman
perempuan sebab diantara mereka ada walinya yang tidak
mau mengawinkannya, dan ada pula vyang karena status
perempuan itu sebagai budak yang ada dibawah kekuasaan
tuannya, bahkan banyak kita dapati perempuén vang tidak
mempunyai wali. Melihat pada bermacam—macamnya 0Orang

2. I b i d, hal. 36



perempuan

dibutuhkannya, yang akan diuraikan sebagai berikut

.

k.

tersebut maka bermacam—macam pula wali yang
23

Ayah atau orang yang diwasiati ayah, dia dapat
mengawinkan orang perempuan yang dibawah
perwaliannya, Jjika tidak ada wali terdekat

menurut urutan wali.

a

Keluarga yang dapat mewaris dengan bagia

ashabah, dia jugs berhak menjadi wali apabil

31

tidak ada wali terdekat dalam urutan wali. Hal
ini ménurut kebanyvakan Ulama’ yang mengatakan,
babwa orang yang mendapat bagian ashabah dapat
ﬁenjadi wali sedang orang yang tidak dapat
mewaris denaan ashabah dalam keadaan
bagaimanapun tidak boleh menjadi wali. Tetapi
Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang berhak
menjadi wali bukan hanya keluarga vyang bisa
mewaris ashabah, akan tetapi semua kelurga
dapat menjadi wali sampai ke dzawil arham
sekalipun. Selanjutnya diterangkan dalam
Fighus Sunnah, bahwa pengarang Ar-Raudlah An-
Nadiyah mengatakan "Yang patut dibuat pegangan
menurut saya yaitu pendapat vyang mengatakan

babwa orang yang berhak menjadi wali adalah
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kerabat dari orang perempuan vyang terdekat
yang mana mereka akan merasa mendapatkan
cacat seandainya dikawinkan dengan laki-laki
yang tidak sebanding, dan hal itu tidak hanya
tertuju kepada orang vanqQq mewaris ashabah
saja, bahkan kadang-kadang perasaan tersebut

habah

1

il

epert

ada pada selain ahli warisz a
ITonu  Rintin  bahkan  terkadang lebih merasa
tercela dari pada anak laki-lakinya paman dari
jihadA ayahg, maka tidak alasan untuk
mengkhususkan hkepada ahli waris ashabah dan
Barang siapa yang berpendapat bahwa wali harus
dari keluarga vyang mewaris ashabah harus
mendatangkan dalil yang konkrit.-4

Mu'tik vyaitu orang yang memerdekakan budak.
Dia dapat menjadi wali untuk menganwinkan
budak perempuan yang telah dimerdekakan dengan
catatan apabila tidak ada wali terdekat
menurut wrutan perwalian baginya. Pendapat ini
difatwakan oleh seluwruh ulama’ termasuk
golongan Hanafi.

Sultahn, dia dapat menjadi wali dalam dua

keadaan.

Sayyid Sabiq, Fighus Sumnnah, Darul Fikri,

Bairut Libanon, jilid I1I, hal. 117
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1. Rila ada pertentangan diantara para wali.

2. Bila perempuan itu tidak mempunyai wali.-

Demikian diterangkan oleh Sayyid

berdasarkan, Sabda Nabi :

S5

Sabiq

\o—=¥ }k\,ua.»‘(» e 555 o AP EANRAVE
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"Siapapun diantara wanita vyang menikah tanpa
seizin walinya maka nikahnya batal, maka
nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika

suaminya telah menyenggamainya, maka ia

berhak

atas maharnya, karena ia telah menghalalkan

kehormatannya, jika pihak wali
menikahkannya maka hakimlah vyang

enggan

bertindak

menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya."
( HR. Ahmad. Abudaud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan

dan ia menambahkan : "Hadits ini Hasan. Kata Al-

qurtubi : Hadits ini Shaheh").%6

Selanjutnya ulama’ Malikiyah menambah dua macam
perwalian lagi, yaitu :

a. Wali kafil, yaitu seorang wali yang

smenanggung perempuan yang tidak

wali sedang keluarganya Jjauh dan

mempunyail

orang

tersebut mengasuh pada masa tertentu. Maka

orang tersebut mempunyai hak untuk

wali dengan dua ketentuan:
1. Orang perempuan yang diasuh
98. 1 b i d, hal. 122

!
36. Ash—-Shan"any, Subulun Salam, Al
Singapura Jedah, tt., juz III, hal. 119

menjadi

tinggal

Haromaing
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bersamanya dalam suatu masa tertentu yang
pada biasanya akan terjalin rasa kasuh
sayang sehingga orang perempuan itu
menganggap ayahnya sendiri.

2. Orang perempuan itu tidak cantik dan tidak
kaya, apabila perempuan itu cantik atau
kaya maka vyang berhak menjadi wali adalah
hakim. MNamun menurut sebagian ulama’
Malilkiyah, wali kafil itu mencakup semua
Dréng perempuan tidak pandang cantik atau
kaya.

Wali “Am, yaitu wali yang mempunyai kekuasaan

umun, sedang maksud dari wali umum ini adalah

perwalian yang menjadi hak bagi setiap orang

Islam seperti jika ada perempuan datang kepada

seorang laki-laki Islam dan menyerahkan

kepadanya pelaksanaan akad perkawinannya maka
hukum perkawinan itu sah dengan syarat orang
perempuan tersebut tidak mempunyai ayah atau
orang yang diwasiati ayah serta dia tidak kaya
dan tidak cantik. Inilah yang dimaksud oleh
ulama’ Malikiyah bahwa bagi seorang perempuan
boleh kawin tanpa wali tetapi bukan wali umum
melainkan wali yang khusus, sedang untuk wali

yang um7um tetap disyratkan harus ada.
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Untuk mengetahui lebih lanjut urutan perwalian

menurut masing—-masing madzhab sebagai berikut :

Pertama : Golongan Hanafiah memberikan urutan

perwalian :

A

Orang—orang vyang mendapat mewaris

dengan bagian ashabah, yang antara

laim =

1.

10.

11.

-

]

Ariak  laki-laki dari perempuan
varng akan kawin, sekalipun anak
zina.

Anaknya anak laki-laki betapa
jauh menurunnya.

Ayah.

Ayahnya ayah

Saudara seayah seibu

Saudara seayah

Anaknya saudéra laki-laki seayah
seibu

Anaknya saudara laki-laki seayah,
betapa jauh menuwrnnya

Faman seayah seibu

Paman seayah dari pihak ayabh
Anak paman seayah seibu dari
pihak ayah

Anak paman seayah dari pihak ayah
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13. Famannya ayah yang seayah seibu
dari pihak ayah

14. Famannya ayah yang seayah dari
pihak ayah

1%. Anak-anak pamannya ayah yang
seayah seibu atau seayah saja

146. Famannya hkakelk yvang seayah seibu

17. FPamannya kakelk seayah

18. Snak—anak pamannya kakek yang
seayah seibuatau seayah saja

19. Anak-anaknya paman yang hubungan
nasabnya sudah jauh.

Mereka s=semua mempunyai hak memaksa

terhadap anak kecil baik mereka itu

normal atauw tidak, baik masih dibawah
umur atau sudah dewasa, sama saja
mereka itu laki-laki atau perempuan.

b. Kelurga vyang bisa menerima waris
dari dzawil arham, dengan catatan
tidaka ada orang vyang menetrima
‘ashabah bin nashab.

Adapun uwrutannya dzawil arham
tersebut sebagai berikut :
1. Ibu

2. Anak Ferempuan.
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ol

Anak perempuannya anak laki-laki.

4. Anak perempuannya anak perempuarn.

o

Anak perempuannya anak laki-
lakinya anak laki-laki.

6. Anak perempuannya anak
perempuannya anak perempuan.

. Saudari seayah seibu.

)

Tawdari seayal.

-
ey

?. Saudari seibu dan anak—anak
mereka.

10. Bibi dari pibak ayah.

i1. Paman dari pihak ibu.

12. Ribi dari pihak ibu.

13. Anak perempuan paman dari pihak
ayah.

14. Anak perempuannya bibi dari pihak
ayah, kakek (ayahnya ibu) lebih
utama dari pada saudari.

c. Tuan yang memerdekakan budak
d. Sulthan
e. Godhy atau orang vyang diangkat
olehnya
Sedang menurut Malikiyah orang yang berhak
menjadi wali sebagai berikut :

&. Wali mujibir (ayah dan orang vyang



diwasiati ayah serta malik).

Anak laki—-laki sekalipun sekalipun
dari hasil perzinahan.

Anak laki-lakinya anak laki-laki.
Ayah vang tidak muibir sepet-ti
mengawinkan orang perempuan yang
sudah Jjanda dan dia sudah dewasa
certa berabal sehat.

Gaudara seayvah seibu.

0

audara seavah.

Anak saudara seayvah seibu.

Anak ssudara seayah.

kakek seayah.

Faman seayah seibu dari pihak ayah.
Anaknya paman seayah seibu dari
pihak avah.

Faman sesyah dari pihak ayah.
Anaknya paman seayah seibu dari
pihak ayah.

Avahnya kakek.

"FPamannya ayah dari pihak ayah.

Wali kafil atauw orang yang mengasuh
bagi perempuan yang hendak kawin.
Habkim.

Wali am.
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Lain lagi halnya dengan golongan Syafi’iyah vyang

menetapkan golongan wali sebagai berikut @

a.

Selanjutnya

Ayah.

Kakek (ayahnya ayah).

Ayabnya kakek tersebut.

Saudara sekandung.

Saudara seayah.

fAinak saudara sekandung.

Anak saudara seayah.

Faman seayah seibu dari pihak ayah.
Faman seayah dari pihak avah.

Anak Faman seayah seibu dari pihak
ayah.

Anak Faman seayah dari pihak ayabh.
Tuan yang memerdekakan budak.

Ahli waris ‘ashobahnvya sayyid
tersebut.

Hakim, dia dapat mengawinkan bila

mana tidak ada wali nashab atau

orang yang memerdekakan budak
“(walak).
golongan Hanabilah memberikan

perincian tentang urutan wali sebagai berikut :

A .

Wali mujibir (ayah,atau orang vang

diwasiati ayah sesudah meninggalnya
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ayah hakim sewaktu ada kebutuhan

mendesak ).

‘Ashaba bin Nashab yaitu :

1=,

14,

16.

Ayah yang tidak muibir.

kKakel. .

Anak laki-laki.

Anak laki-lakinya anak laki-laki.
Saudara sekandung.

Saudara seayah.

fAnak laki-lakinya saudara
sehkandung.

frnak laki-lakinyas saudara seayah.
fAnak laki-lakinya mereka
sekalipun menurun.

Saudaranya ayah yang sekandung.
Saudaranya ayah yang seayah.

Anak laki-lakinya saudaranya ayah
vang seayah seibu.

Anak laki-lakinya saudaranya yang
seayah.

Faman Pamannya kakek dari pihak
ayah.

fnak laki-lakinya Pamannya kakek
dari pihak ayah.

Famannya avyak kakek dari pihak
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ayah.
17. Anak-anaknya mereka, anak dari
pada famili yang dekat

didahulukan dari famili yang jauh

Tuan vang telah memerdekakan
budaknvya.
Ahli waris ‘ashobahnya tuan tersebut

vang terdelat.

Sulthon atau gantinya.

Wali mohakkam, kalauw sudah udzur
maka boleh orang perempuan
mewakilkan perkaranya pada seorang
laki-laki yang adil untuk
melaksanakan akad nikahnya. Seperti
seorang perempuan yang tidak
mendapatkan wali, atau dia jauh dari
sulthon maka dia lalu menyerahkan
urusan akad perkawinannya terhadap
tetangga yang adil sekaligus sebagai
walinya. Fatwa ini dikeluarkan
tarena mengingat butuhnya manusia
terhadap perkawinan dan butubnya
perkawinan terhadap wali. Demikian

itu disebut oleh Sayyid Abdurrahman



bin Muhammad dalam kitabnya. 26

Dalam hal ini Imam Syafi‘i berpendapat bahwa bila
didalam suatu masyarakat ada perempuan yang tidak
mempunyai wali maka ia boleh menyerahkan menguasakan
kepada seorang laki-laki untuk mengawinkannya karena
orang yvang diangkat tersebut sama dengan hakim demikian
keterangan Sayyid Sabiq.57

3. Wali ditinjau dari jauhidekatnya.

Betelah kita mengetahui urutan para wali  dan
bterbeda—bedanya 'pendapat tentang urutan wali maka kita
akan beralih kepada wali yang dikategorikan dekat dan
wali vyang dikategorikan jauh, sebab tidak tentu bagi
seorang wali yang didahulukan dalam urutannya dikatakan
dengan wali yang dekat begitu juga wali yvarng jauh dalam
urutannya belum tentu dikatakan wali jauh, kita ambil
contoh dalam golongan Syafi’iyah yang meletakkan ayah
dalam urutan wali dibagian pertama, tetapi apabila ayah
tidak ada maka yang dikatakan wali dekat adalah kakek
sebagai gantinya dan menduduki urutan pertama dalam
urutan wali.

Al Jaziri menerangkan bahwa wali didalam

mengawinkan perempuan vyang ada dibawa perwaliannya

36. Sayyid Abd. Rahman Ein Mubhammad, Bughvatul
Musytersidin, Saad Rin Nabhan, Surabaya, hal. 207.

97. 0p cit, Sayyid Sabiq. hal. 121
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sesual dengan urutannya dengan artian jika terjadi wali
yang Jauh tampil untuk mengawinkan sedang vang dekat
ada, maka perkawinannya tidak sah.

Mengenai hal ini para Ulama’ Madzhab berbeda-beda
tanggapan, ada yang menghukumi perkawinannya itu sah ada
vang menaghukumi tidak saﬁ, untuk lebih jelasnya akan
diuraikan pendapat-pendapat mereka sebagal berikut:

Fertama golongan Hanafiyah mereka mengatabkan
bahwa uwrutan wali itu dibutubkan, tetapi apabila wali
yang jauh mengawinkan perempuan vyang berada dibawa
perwaliannya sedangkan wali yang dekat hadir disitu maka
perkawinanﬁya syah dengan catatan apabila wali vyang
dekat itu merestuinya. Tapi apabila tidak merestuinya
make perkawinannya tidak syah karena hak wali yang
terdekat tidak bisa dihapus oleh wali vang Jjauh. 0Oleh
karena itu aoclongan Hanafiyah menganggap syah
perkawinannya seocrang perawan yang sudah ada dewasa
serta sehat akalnya tanpa adanya wali, tetapi bagi wali
terdekat berhak mengajukan tuntutan pembatalan:
perkawinan tersebut.

Yang pasti bagi golongan hanafiyah selalu
memenangkan wali yang dekat dari yang jauh kecuali dalam
keadaan tertentu vyang disana perwalian pindah kepada
wali vyang jauh, seperti tidak hadirnya wali vang dekat

sedang calon mempelai pria sebanding dengan calon



mempelai wanita, dan seandainya wali dekat vyang tidak
hadir itu di nanti kedatangannya maka gagallah
perkawinannya. Dan apabila wali yang dekat hadir
kemudian. maka wali tersebut tidak dapat mengajukan
pembatalan perkawinan . Dan juga apabila wali yang dekat

itu tidak memenuhi syarat perwalian.

.

Kedua, pendapat vyang datangnya dari Ul ama
Malikiyah vang meﬁgatakan jika dalam suatu perkawinan,
wali vyang dekat dan yvang jauh sama—sama hadir kemudian
wali vyang jauh tampil kemuka untuk menikahkannya maka
perkawinannya tetap syah seperti apabila sama-sama
datang, Séorang saudarah dan seorang paman « Yang
mernurut mereka saudara adalah wali yang terdekat sedang
oaman termasuk wali vyang Jauh, lalu vyang tampil
mengakadkannya yaitu pamannya maka akad nikah mereka di
sebut syah. Sama halnya dengan seocrang ayah yang tidak
muibir dan seorang saudara laki-—-laki sama-sama hadir
dalam suatu perkawinan kemudian yang mengakadkan ayahnya
maka perkawinannya dianggap syah walaupun ayah sebagai
wali vyang Jjauh ketentuan ini berlaku bagi wali yang
tidak mijbir.

Selanjutnya, bagi wali mujbir dia selalu
didahulukan dari wali lainnya dalam perwalian dan Jjika
didalam suatu akad perkawinan sama—-sama hadir antara

wali mujibir dan ghoiru mujbir, kemudian wali mijbir
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mengakad nikahkan nama perkawinannya tidak syah. BRaik
wali mijbir itu ayah atau orang yang diwasiyati ayah
atau sayyid kecuali apabila wali mijbir itu mempunyai
ayah, saudara, atau kakek dan dia telah menyerahkan
uwrusan pernikahan tersebut kepada salah seorang diantara
mereka. Maka salah seorang diantara mereka dapat
mengawinkan asal dia dapat mendatangkan saksi atas
adanya penyeraban mandat tersebut. Apabila setelah
berlangsungnya perkawinan wali mijbir itu hadir, maka ia
berhak membatalﬁan perkawinan dengan catatan waktu
antara akad dan kedatangannya tidak berselang lama.
Tetapi menurut sebagian ulama’ Malikiyahapabila

seorang ayah menyerahkan urusan anak perempuannya kepada

pranag lain  yang bal ini berlaku  umum  dengan artian
segala urusan anak perempuan tersebut termasuk
didalamnya pernikahan , maka jika orang yang diserahi

urusan itu melaksanakannya dengan tanpa izinnya (wali
mijbir) maka perkawinannya tidak syah walaupun telah
berlangsungnya perkawinan wali tersebut merestui. Lain
halnya apabila menyerahkan pernikahan anak perempuan
kepada orang lain maka walaupun dengan tanpa izin wali
mijbir tersebut perkawinan itu dihukumi syah, karena
wali itu telah menyerahkannya. Lain halnya jika seorang
ayah tidak menyebutkan perkawinan dalam penyerahannya

terhadap orang 1lain, lalu orang vyang diserahi itu
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mengawinkannya maka keesahan atau tidaknya akad
perkawinannya tersebut tergantung pada sikap wali. Jika
ia menerima, perkawinannya dan jiké ia tidak menerima
maka hukum perkawinannya tidak syah.

Golongan Malikiyah berpendapat bahwa urutan wali
mijibir memang disyaratkan dalam suatu perkawinan,
berangkat dari ini lalu ulama’ Malikiyah berfatwa babhws
crang  Islam mempunyai perwalian umum  seperti bila
seoirang perempuan biasa (tidak cantik dan  tidak kaya)
kawin dengan perantaraan wali ‘am padahal wali has Yanrag
ghoiru mujbir masib ada, nama perkawinannya syah karena
orang Islam juga termasuk wali walaupun dalam urutan
paling akhir, karena menurut mereka tertib wali ghoiru
mujixir itu tidak menjadi persyaratan.

FKetiga. pendapat vang datang dari golongan
Syafi’'iyah, vyang mengatakan bahwa urutan wali tersebut
wajib. Karena suatu perkawinan tidak akan pindah dari
wali yang dekat pada wali vyang Jjauh kecuali dalam
beberapa hal. Contoh : Apabila wali vang dekat itu masih
dibawa umur atau ia masih gila atau walaupun tidak terus
menerus, maka jiké demikian bagi wali yang Jjauvh harus
mengawinkan perempuan yang ada dibawa perwalian wali
vang dekat tersebut dan jika gilanya hanya sekali-sekali
datang seperti bila sehari semalam dalam satu tahun maka

bagi wali vyang Jjauh harus menanti sembuhnya wali
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terdekat tersebut apabila ia hendak mengawinkannya.

Pada dasarnya kalau wali terdekat tidak memenuhi
syarat untuk menjadi wali maka wali yang jatuh sesudah
urutannya berhak mengantikan wali yang terdahulu dari
perempuan yang ada dibawa perwaliannya.

Keempat, sama halnya dengan golongan Syafi’‘iyah
yang menetapkan urutan—-urutan wali sebagai suatu vyang
wajib diikuti, juga golongan hanabila menetapkan bahwa
urutan wali itu wajib. Kecuali dalam beberapa hal,
contohnya apabila wali vang dekat enggan untuk
mengawinkan maka perwalian pindahbh ketangan hakim atau
jJika wali vyang terdekat itu tidak memenuhi syarat
menjadi  wali maka hak perwaliannya pindah kepada orang
varg jatuh sesudabh wrutannye.

Begitulah tinjauwan uwlama’ terhadap wali bila
ditinjau dari jaub dekatnya wali. Dan dengan hal ini
berakhirlah pembahasan macam-macam wali baik ditinjau
dari kekuasaannya terhadap orang perempuan, atau wali
menururt keanekaragaman perempuan yang ada dibawa
Ferwaliannya, a&atau ditinjau dari jauh dekatnya wali

beserta urutan masing—masing.59

99. Abd. Rahman Al Jaziri, Bp cit., hal. 37



Lo
&2

B. Perselisihan Antara Para Wali.

Setelah kita mengetahui keanekaragaman wali dalam
bahasan yang telah lampau, maka sekarang kita beranjak
kepada suaty persoalan yakni apabila terdapat
pertentangan diantara wali dalam mengawinkan perempuan
yang berada dibawah perwaliannya. yang bakal suami sudah
sebanding dan memakai mahar mitsil, maka pengarang
"anwarut  Tanzil  wa Asrorut  Takwil"  menga takan bahwa
mengawinkarn Sseorang perempuan adalah sebagai kuwajiban

baginya. Hal ini bersandar pada firman Allah :

PBLINY ({\..c L) CX/L_;L Y,

“Dan kawinkanlah orang—orang Yyang sendirian
diantara kamu, dan orang—orang yang layak
{berkawin) dari hamba—hamba sahayamu yvyang laki-
laki maupun perempuan.’ (An—Nur : 2) .80

Maka bagi seorang wali dilarang mencegah perempuan yang
berada dibawah perwaliannya untuk kawin, dengan

berdasarkan firman Allah dalam surat Al-bagoroh @ 232.

Yang berbunyl \u_& \ WY A;b&-)*’\\,&)w’u\ 3) )

"Apabila kamu mentalaq istri—istrimu lalu habis
masa iddanya maka janganlah kamu (para wali)
menghalangl mereka untuk kawin dengan suami
mereka.

60. Departemen Agama  RI., Al—Qur’'an dan
terjemahnya. Yayasan Fenyelenggara Fenterjemah Al-
Gur an, Pelita III, 197971980, Surat An Nuur ayat 32,
hal. 549

61. I b i d, Surat Al Bagarah ayat 232, hal. 36
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Selanjutnya oleh Al Raidlowi bahwa jika ada seotang
perempuan yang berhak kawin dengan laki-laki yang
sebanding dan memakai mahar yang ada pada umumnya maka
walinya tidak boleh mencegah atau menghalanginya.62
Dan apabila walinya tidak mau mengawinkan
perempuan tersebut maka hak perwaliannya pindah ketangan
hakim. Dengan pertimbangan, bahwa jika dia tidak ada
walinya maka kepentingannya akan terbengkalai dan .akan
terierumus hkedalam perzinahan demikian pendapat golongan
8yafi’iyah.63
Darn golongan Hanabilah yang diterangkan oleh Al
Jaziri dengan berpedoman pada sebuah hadits Nabi @
TRV SR RV I AT AV SRR A (VY
AR L BTN g b g g g e 5 0
SANS IS e

"Siapapun diantara wanita vyang menikah tanpa
seizin walinya maka nikahnya batal, maka
nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika
lelakinya telah menyenggamainya, maka ia berhak
atas maharnya, karena ia telah menghalalkan
kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan
maka hakimlah vyang berhak menjadi wali bagi
wanita yang tidak mempunyai wali."64

Tetapi menurut golongan Hanabilah berpendapat

apabila wali yang terdekat mengawinkan seorang perempuan

6Z. p1 Baidlawi, Anwarut Tansil Wa Asrawut Ta'wil,
Sa’ad Rin Nabhan, Surabaya, juz XI., hal. 99

63. Al Jaziri, Abd. Rahman, Op cit., hal. 37

64. ph Shan’'any, Subulus Salam, Loc cit.



vang berada dibawah perwaliannysa sedang laki-laki calon
suminya adalah orang yang sebanding dan membayar mahar
mitsil seperti seorang ayah yang tidak mau mengawinkan
anak perempuannya yang masih kecil maka hak perwaliannya

pindah kepada wali vyang berada dibawah urutan ayah

seperti saudara sekandungnya. Disini Abu Hanifah
membatasi keengganan wali untuk mengawinkan ot-ang
perempuan yang berada dibawah perwaliannvya, karena
beliau berpendapat bhahwa bagi perempuan yang dewasa

tidak laoi membutuhkan wali dalam perkawinannya.

Sedang ulama’lainnya vaitu selain Abu Hanifah
mereka berpendapat bahwa larangan ‘udul  berlaku bagi
semua orang perempuan baik dia dewasa atau kecil. Sebab
merzka mensyarathan adanya wali dalam suatu perkawinan .o

Selanjutnya dalam fighus sunnah diterangkan bahwa
wali ‘udul itu adalah wali vyang menolah untuk
méngawinkan perempuan yang dihawah perwaliannya dengan
seorang laki-laki vang sebanding derajatnya dan ia
sanggup membayar maskawin yang umum. Tetapi apabila
laki-laki itu tidak sebanding atau kurang pembayaran
mahar mitsilnya atau sudah ada laki-laki vyang 1lebih
dahulu meminang, vyang lebih sederajat dengannya maka

perwaliannya tidak pindah ketangan hakim karena tidak

65. Al Jaziri, Abd. Rahman, Op cit., hal. 40 - 41
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dikatakan wali ‘udul, lantaran vang mempunyai alasan
kuat dalam pencegahan tersebut. Hal itu sudah wajar
karena walinya tidak bermaksud menghalangi perempuan itu
untuk  kawin akan tetapi dia mengarahkan kepada keadaan
yang lebih menguntungkan bagi perempuan tersebut dalam
perkawinan vang akan dijelang.éb

Al Jaziri menerangkan bahwa ulama’ Malikiyah
apabila mencegah seorang perempuan yang berada dibawah
perwaliannya, untuk kawin dengan seorang laki-laki yang
sebanding makav perwaliannya tidak pindah kepada wali
vang lebih jauh wmelainkan orang perempuan tersebut
berhak meléparkan kepada hakim agar si hakim mengurus
tentang ketidak mauvan wali untuk mengawinkannya. Dan
apabila wali memberikan alasan yang masuk  akal maka
urusan tersebut oleh hakim harus diserahkan sepenuhnya
kepada walinya, tetapi apabila walinya tidak mau
memberikan alasan yang rasional maka wajib bagi hakim
memerintahkan untuk mengawinkannya kepada wali tersebut,
dan jika wali itu tidak mau untuk mengawinkannya setelah
datang perintah dari hakim maka perwaliannya pindah
ketangan hakim dan dia vang berhak menangani
perkawinannya sekaligus menjadi walinya hkarena dia
bermaksud wali ‘udul.

"t it b e . 20T s S s 4008 B b i e e St i GeD St

66. gayyid Sabiq, Op cit, hal. 141.



bé

Dan jika wwali bagi perempuan yang berada dibawah
perwaliannya telah mempunyai piliban sendiri sebagai
calon perempuan tersebut, sedang dilain pihak orang
perempuan tersebut jugs mempunyal pilihan yang sama—-sama
sebanding dengan pilihan walinya maka yang dimenangkan
adalah pilihan perempuan tersebut, hal ini sudah wajar
sebab dilaksanakannya perkawinan demi kebutuhan
perempuan itu bukan kebutuhan walinya.é7

Jadi vyang dimaksud wali ‘udul masih meninjau
tentang hakekaf ke udulannya dengan artian apabila ia

bermaksud memilihkan jodoh bagi prempuan vyang berada

dibawah perwaliannya vang lebih menguntungkan bagi
perempuan tersebut, sehingga ia menclak atas pilihan
pErempuan tersebut, Maka wali itu tidak dikatakan wali

‘uvdul tetapi apabila  tidak &ada maksud baik dalam
menghalang perkawinan perempuan vyang berada dibawah
perwaliannya maka idia dikatakan wali  ‘udul danm Jjika
terjadi hal vyang demikian maka hakimlah vyang berhak

menjadi wali bagi perempuan tersebut.

C. Tidak hadirnya Wali dalam Perkawinan.
Ketidak hadiran wali dalam aqgad perkawinan
sedangkan wali sangat dibutuhkan, maka lahirlah beberapa

pendapat diantara beberapa ulama. Hal ini timbul karena

——— e —— —

-
-

67. Al Jaziri, Op cit, hal. 35.



berbedanya pandangan terhadap pertanyaan "apankah
seorang wali dianggap tidak hadir dalam suatu aqad
pernikahannya" dan satu pertanyaan lagi yang tak kalah
pentingnya, vyaitu tentang " Siapakah yang berhak dan
berkwaijiban mengawinkan perempuannytersebut” sedang
seandainya perempuan itu tidak dikawinkan ia akan jatuh
kedalam hal vyang negarif. Berangkat dari pertanyaan-
peytanyaan diatas, maka timbul pendapat-pendapat antara
lain :

’

Ulama’' Malikiyah memberikan ukuran ghaibnya wali
dalam suatu perkawinan bagi wali mujbir dan membolehkan
wali vang jaub untuk mengawinkan perempuan yang beradea
dibawah perwalian wali mujbir, ialah jauhnya wali mujibir
tersebut dari tempat berlangsungnya agad yvang sekiranyea
sulit untuk berkonsultasi dengannva, sedangkan kebutuhan
perkawinan begitu mendesak untuk dilaksanakan demi
menjaga diri perempuan itu.

Selanjutnya menurut mereka apabila wali mujbir
tidak hadir ditempat agad dalam artia dia berada
ditempat vyang jauh sekali, sehingga begitu sulit untuk
berkonsul tasi dengannya, sedang prempuan yang ada
dibawah perwaliannya menghawatirkan tentang keadaan
dirinya karena terputus biaya atau karena tidak ada
aorang lain yang menjaganya, maka hakimlah vyang berhak

untuk mengawinkannya. Namun sekalipun wali mujbir tidak



ada ditempat agqad tetapi tidak ada kesulitan untuk
berkonsultasi dengannya dan orang perempuan yang berada
dibawah perwaliannya tidak mengkawatirkan suatu apaun
terhadap dirinya, baik dalam pembiayaan hidup dan
penjagaan terhadap dirinya, maka bagi wali hakim atau
lainnya tidak berhak untuk mengawinkannya, sedang
smandainya mereka mengawinkannya, maka perkawinanya
tidak sah sekalipun setelah kehadiran wali muﬁbirnya
merestul akan perkawinan tersebut.

Sedang untuk wali ghairu mujbir mereka berhak
mengawinkan secara mutlak sébab perurutan wali ghairu
mujbir menurut ulma’ Malikiyah tidak di syarathkan
perurutannya, maka sebab itu bagi wali yang jauh boleh
mengawinkan peremnplan vang ada dibawah  perwaliannya,
jika tidak ada wali mujbir dalam segala keadaan.

Sama dengan pendapat ulama’ Malikiyah yaitu
pendapat ulama’ Syafi’'iyah dalam hal pindahnya perwalian
ketangan hakim, jika wali terdekat tidak hadir ditempat
agad., hanya mereka beranggapan bahwa ghaibnya wali
apabila sudah mencapai batas kejauhan yang bisa
mengkasor solat, dan wali tersebut tidak mempunyai wakil
untuk mengawinkan perempuan yang‘ berada dibawah
perwaliannya atau ia sedang ditahan vyang kemungkinan
untuk hadir ditempat berlangsungnya aqad.

Lain halnya dengan ulama’ vyang mengatakan,
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apabila wali terdekat tidak ada ditempat agad artinya
berada disuatu tempat yang andaikan ditunggu
kedatangannya akan mengakibatkan gagalnya perkawinan,
sedang orang yang sederajat sudah siap untuk mengawini
orang perempuan yang berada dibawah perwaliannya, maka
hat perwalian pindah kepada wali yang berikutnya, dan

bila wali muibir itu datang kemudian ia tidak boleh

mengajukan pembatalan  terhadap perkawinan tersebut.
Disini wiama” Hanafi’'ah tidak memberikan hatasan
tertentu keghaibannya wali yang mengakibatkanpindahnya

hak perwalian kepada wali yang jatuh setelahnya akan
tetapi memandang dari segi keadaan yvang lebih
menguntungkan kepada perempuan yang akan di kawini.

Menwrut uwlama’ Hanabilah, didalam menghukumi
perpindahan hak perwalian kepada wali berikutnya sama
derigan ulama’ Hanafi’ah, tetapi golongan Hanabilah
mensyaratkan ghaibnya harus melebihi batas mengqosor
solat atau tidak diketehui dengan pasti kediaman wali
tersebut walaupun tempat kediamannya dekat. Begitulah
vang diterangkan oleh Al Jaziri.68

Begitulah pendapat ulama’ didalam masalah ketidak
hadiran wali terdekat ketempat dilangsungkannya
perkawinan, mereka berbeda pendapat karena pengarub

68. 1 b i d. hal. 38.
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perkawinan, mereka berbeda pendapat karena pengaruh
memandang perbedaan endapat karena pengaruh memandang
perbedaan didalam ghaibnya wali. 'Bagi mereka yang
mengatakan perwalian pindah kepada kepada wali vyang
berikutnya karena mereka memandang, bahwa ketidak
hadiran wali terdekat dalam aqgad sama dengan tidak
adanya wali sehingga kekuasaan perwaliannya pindah
hepada wali berikutnya.ﬁ?

Tetapi ulama’'— ulama’ yang berpendapat, bahwa
ghaibnvya waliv dalam suatu perkawinan berarti hak
perwaliannya pindah kepada bkim dan oleh sebab itu
hakimlah yéng mempunyai hak untuk mengawinkannya karena

wlama ' — wulama’ tersebut tidak menyamakan keghaibannya

4

wali dalam agad pernikahan sama dengan tidak adany
wali, hal itu sesuai dengan hadits vyang datang dari

Aisyah r.a
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“Siapapun diantara wanita vyang menikah tanpa
seizin walinya, maka nikahnya batal, maka
nikahnya batal, maka nikahnya batal, jika
lelakinya telah menyenggamai maka ia berhak atas
maharnya, karena ia telah mengizinkan
kehormatannya. Jika pihak wali enggan
menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi

69. gayyid Sabiq, Op cit. hal. 119
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wali bagi seorang yang tidak ada walinya“.’%

Hadits tersebut menurut As Shan’ani menunjukkan,
bahwa sulthon berhak menjadi wali bagi seorang perempuan
yang tidak mempunyai wali dan hadist inilah yvyang dibuat
pedoman oleh ulama’'- ulama’ yang mengatakan, bahwa hak
perwalian pindah ketangan sulthon dan mereka menyamakan
ghaibnuya wali sama dengan tidak ada wali.

Arnalisa penulis tentarng wali ialah penulis lebih
condong  kepada pendapat yang mengatakan hak perwalian
pindah ketangan hakim, karena wali vyana ghaib masih
berhak untuk mengawinkan sehingga seandainya dia
mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya
disuatu tempat dimana dia berada, maka hukum
nerkawinannya  syah. Berteolak dari hal  tersebut diatas
asulthon berhak menggantikan EFedudukannya dengan
perwalian yang umum karena hal tersebut sama dengan
masalah wali ‘udul.

Sedangkan pendapat vyang boleh dipegang dalam
menentukan kategori tentang keghaiban wali dalam suatu
perkawinan, adalah pendapat yang mengatakan, bahwa hal
tersebut tergantung kepada sulitnya berkonsultasi dengan
wali, artinya seklipun wali yang terdekat itu tempat
tingglanya jauh tetapi tidak ada kesulitan dalam

konsultasi, maka bagi wali yang jauh sama sekali tidak

70. pg—Shan‘any, Loc cit.



boleh mengawinkan perempuan yang berada dibawah
perwaliannya kecuali dengan seizin wali terdekat
tersebut. Sebaliknya walaupun wali yang dekat itu tidak
jauh tempat tinggalnya tetapi sulit untuk berkonsultasi
dengannya, maka bagi wali yang jauh berhak mengawinkan
perempuan yang berada dibawah perwaliannya. BEegitulah

yang diterangkan Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya.71

71. gayyid Sabiq Op cit, hal. 120.
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KESIMPULA AN

Setelah penulis mengadakan 'pembahasan tentang
sesuatu yang berhubungan dengan risalah ini, maka
penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Wali menjadi salah satu syarat syahnya perkawinan,
pendapat ini menurut kebanyakan para ulama’ kecuali
Abu  Hanifah yang tidak mensyaratkannya, tetpi wali
hanya sebagai kesempurnaan dari suatu perkawinan.

2. Orang vyang akan menjadi wali harus memnuhi beterepa
syarat seperti ia sudah dewasa, berakal sehat,
baligh, laki-laki, merdeka dan adil, walaupun syarat-
syarat dianggap cukup bagi secrang wali  apabila
memeruhi bebanyakan syarat diatas dan sebagai

kesempurnaan apabila memenuhi seluruhnya.

2

. Wali pada dasarnya terbagi menjadi dua :

a. Wali khusus, yaitu wali yang mempunyai kekuasaan
kepada orang tertentu, seperti kekuasaan ayah
terhadap anaknya.

b. Wali umum, vyaitu wali yang dapat menjadi wali
secara umuml selama dalam jangkauan wilayah
kekuasaannya, seperti kekuasaan seorang sultan
atau hakim terhadap rakyatnya.

4, Sulthan atau hakim berhak mengawinkan seorang yang

ada didalam jangkauan wilayah kekuasaannya, apabila

,,,,,



terdapat perselisibhan antara para wali atau sesudah
mereka ( Sulthan atau Hakim ) berusaha mendamaikan:
perselisihan tersebut.

Drang perempuan yang tidak mempunyai wali atau ada
walinva, maka ia dapat menyerahkan urusan
perkawinannya kepada hakim atau orang yang diangkat
menjadi hakim asal saja memenuhl syarat penyerahan
seperti ia jauh dari wilayah atau jauh dari hakim,
pendapat imi menurut kebanyakan para ulama’ kecuali
menurut ﬁburHanifah yang berpendapat babwa seorang

perempuan berhak mengawinkan dirinya sendiri.
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PENUTUF

Retapa agung Tuhan, telah memberkati penulis
dalam menyelesaikan risalah ini, dengan bangga penulis
menghaturkan sembah sujud atas karuniaNya, semoga Ia
tetap melindungi penulis dengan sinar ridlaNYa vyang
kemilau membawa taufigq dan rahmat.

Harapan pénulis semoga hasil kajian ini dapat
menjadi sumbangan bagi sekalian orang Islam, kendati
pernulisan ini 5auh dari pada sempurna dan masih banyak
terdapat kepincangan dan kesalahan, dan semoga kesalahan
dan kepin&angan itu dapat menjadi cambuk bagi penulis

dimasa yang kan datang dapat menghadirkan kajian—kajian

i

vari‘at Islam.

(R

lain yvarg berkait dengan sosialisas

Akhirnya kepada semua pihak yang telah mendorong
dan membantu, terutama kepada istri dan anak—anak
penulis, vyang dapat menciptakan suasana kondusif untuk

menyusun penelitian ini, penulis sampaikan terima kasih.

Terima Kasih
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